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BABIV

ANALISIS FIQHJINAYAH TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR: 2191/PID.B/2014/PN.SBYTENTANG HUKUMAN
ELEKTRONIK DAN PORNOGRAFI

A. Analisis FighJinayahT erhadapPertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
2191/ Pid.B / 2014/ PN.Sby Tentang Hukuman Elektronik Dan Pornografi

Dalampertimbangan hakim bahwa dakwaan jaksa penuntut
umum perbuatan terdakwatersebut telah terbukti secara sah oleh karena
perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti sah dan melanggar pasal-pasal
yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka haruslah dijatuhi
hukuman sebagaimana ancaman hukuman dan pasal-pasal yang di
tersebutyaitupenjara 4 tahundanmembayardenda.Majelis hakim dalam
pemeriksaan persidangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap
terdakwa tersebut bukan merupakan balas dendam, akan tetapi merupakan
pelajaran agar terdakwa dan siapa saja, agar tidak melakukan perbuatan yang
dapat di pidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan
mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan yang
memberatkan terdakwa serta yang meringankan terdakwa.Adapun yang
meringankanterdakwaadalahterdakwa bersikap sopan di persidangan,
terdakwajuga belum pernah di hukum.Sedangkan yang

memberatkanterdakwaadalah: Terdakwa telah mempermalukan para korban
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dan keluarga, terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik sekolah
dimana para korban menuntut ilmu di dalamnya.

Perbuatan terdakwa tersebut memberikan dampak psikologis
para korban yang masih anak-anak dibawah umur, sehingga di khawatirkan
akan  mempengaruhi  tumbuh  kembang pribadi para  korban
tersebut.Selainituperbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat.
Dimana dalam figh jinayah di kaitkan dengan maslahah mursalah. Yaitu
terdakwa dijatuhi hukuman tersebut juga untuk kemaslahatan bersama.
Adapun perbuatan tersebut dapat diajatuhi hukuman ringan berdasarkan

sabda Nabi yang berbunyi:
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Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : ~Ampunkanlah
gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had’. (Riwayat

Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Bajbak]a).1
Setelah di pertimbangkan hal-hal memberatkan dari yang
meringankan terdakwa tersebut,sehingga majelis berpendapat bahwa
hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa

keadilan. Oleh karena terdakwa ditahan maka tahanan yang telah diajalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijatuhkan

' Al-Asqalany Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Cet. 26, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro 2002), 576-577.
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terhadap barang bukti serta ongkos perkara akan di tetapkan sebagaimana
dalam amar putusan ini.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana,maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkarasepertidalamketentuan Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal
65 ayat 1 KUHP dan Serta pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d, e dan f UU RI
No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Pasal 193
ayat(1) jo. Pasal 197 ayat(1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang bersangkutan.

Dalampertimbangan hakim tersebut
menurutpenelitisudahsesuaidengan fighjinayah. Di manaNabi bersabda tidak
boleh dipukul di atas 10 kali cambuk kecuali hukuman yang telah di tetapkan
oleh Allah. Jadi ta’zir hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya
diserahkan kepada pertimbangan hakim dan termasuk pula memalsukan
berat timbangan dan lain-lain. Menurut H.Moh Anwar.’Menjelaskan: bahwa
hukum ta’zir ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim akan tetapi
dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana positif (undang-
undang) juga dengan berlandaskan atau dengan didasari hukum Al-Qur’an
dan Al-Hadis, tidak boleh semena-mena.

Maka oleh karena itu hakim berhak untuk menyusun KUHP.

Ta’zir ini di susun oleh suatu badan resmi yang di angkat oleh pemerintah

*Audah, Abdul Qadir, At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy,(Dar Al Kitab Al Araby,Beirut. Juz 1), 23.
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kepala negara yang diberi tugas khusus untuk menyusunnya yang kemudian
hasilnya diputuskan oleh DPR, lalu di syahkan oleh kepala Negara untuk
dilaksanakan oleh setiap hakim dalam melaksanakan kewajibannya.’Seperti
yangtelahdipaparkansebelumnyabahwata’zirmenurutbahasalafazza zirberasal
dari kata A ’zzarayang sinonimnyayang artinyamencegahdanmenolak.Yang
artinyamendidik. ‘Pengertiantersebut di atassesuaidenganapa
yangdikemukakanoleh Abdul
QadirAudahdanWahbahAzzuhaily,bahwaza zirmencegahdanmenolakkarenai
adapatmencegahpelaku agar
tidakmengulangiperbuatannyalagi.Sedangkanta’zirdiartikanmendidikkarena#
a’zirdimaksudkanuntukmendidikdanmemperbaikipelaku
dariperbuatanjarimahnyakemudianmeninggalkandanmenghentikannya.’
Istilahjarimaha “zimenuruthukumpidana Islam adalahtindakan
yang  berupaedukatif{pengajaran) terhadappelakuperbuatandosa yang
tidakadasanksi/ad dankifaratnya, ataudengan kata lain, ta’ziradalahhukuman
yang bersifatedukatif yangditentukanoleh hakim.
Jadita’zirmerupakanhukumanterhadapperbuatanpidana/delik yang
tidakadaketetapandalamnashtentanghukumannya.Hukuman-
hukumanta’zirtidakmempunyaibatas-batashukumantertentu,  karenasyara’

hanyamenyebutkansekumpulanhukuman, = mulaidari  yang  seringan-

3 Ahmad Hanafi, 7-8.

*Audah, Abdul Qadir, At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy,(Dar Al Kitab Al Araby,Beirut. Juz 1), 78-
80.
> Ahmad WardiMuslich, HukumPidana Isiam, (Jakarta: SinarGrafika, Cet-2, 2005), 248-249.
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ringannyasampaihukumanyang seberat-beratnya.Dengan kata lain, hakimlah
yang berhakmenentukanmacamtindakpidanabesertahukumannya,
karenakepastianhukumnyabelumditentukanolehsyara’.’

Di sampingitujuga,
hukumanta’zirmerupakanhukumanatastindakanpelanggarandankriminalitas
yang tidakdiatursecarapastidalamhukum#Aad.  Hukumaniniberbeda-beda,
sesuaidenganperbedaantindakpidanadanpelakunya.Dalambukunya

MahmoudSyaltut  (al-Islam  AqgidahwaSyari’ah)  sebagaimana yang

dikutipolehAbdullahi Ahmed an-Na’imdikatakanbahwa, yurisprudensilslam

historismemberikanpenguasanegara Islam atauhakim-
hakimnyakekuasaandankebijaksanaan yang tersisa,
apakahmempidanakandanbagaimanamenghukumapa yang

merekaanggapsebagaiperilakutercela yang belumtercakupdalamkategori-
kategorikhusushududdanjinayat.’

Dalampertimbangan hakim tersebuthakim menjatuhkan pidana
kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
dengan catatan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana selama 6
(enam) bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap
ditahan. Pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan

balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-

’Rokhmadi, 56.

" Abdullahi Ahmed an-Na’im, DekonstruksiSyari’ah, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004, him. 194.
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mata hanya sebagai pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani
pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia
lakukan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan
harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut ia dapat
kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulanginya lagi.Dimana dalam
tindak pidana tersebut hakim telah menjatuhkan hukuman yang sesuai
dengan hukumpositif dengan beberapa pertimbangan, sedangkan berdasarkan
hukum' figh Jjinayah perbuatan tersebut harus di hukum seperti perbuatan
pornografi di mana dalam hukum Islam. Atau dalam hukum Islam di
istilahkan dengan hukuman takzir.

Secara ringkas dapat di katakan bahwa hukuman ta’zir itu
adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’melainkan diserahkan
kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan
hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya
pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing
jarimah ta’zir,melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman,dari yang
seringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.Dengan demikian ciri khas

jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:®

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas,artinya hukuman tersebut
belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan ada batas

maksimal.

®Djazuli, H.A, Figh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.2000), 89.
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2. Penetapan hukuman tersebut adalah hak hakim.

Bisa dikatakan pula, bahwa ta’zir adalah suatu jarimah yang
diancam dengan hukuman ta’zir (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan
hukuman ta’zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak,
baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya
diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak
ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas
terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).
Dengan demikian, syari’ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan
benruk bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Ahmad hanafimenyatakanbahwahukuman-
hukumanta zitbanyakjumlahnyadarimulai yang paling ringan hingga yang
palingberat, yaituhukuman yang
dilihatdarikeadaanjarimahsertadiripelakuhukuman-
hukumanta zirtersebutyaitusebagaiberikut:’

1. Hukumanpenjara
Hukumanpenjaradimulai batas terendahyaitusatuharisampai batas
hukumanseumurhidup. Syafiiyahmengatakanbahwa batas
tertinggiadalahsatutahun, dan
ulamalainnyamenyerahkankepadapenguasasampai batas mana lama

kurungannya.

? Abdurrahman Al-Jaziri “Al- Figh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ahJilid V”, (Beirut: Dar Al-Fikr
Al-‘Arabi, 1989), 2234
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2. Hukumandenda

Hukumandenda antara laindikenakan pada pelakupencurianbuah
yang masihbelummasak,
makadikenakandendaduakalilipatdarihargabuahtersebut. Hukuman denda
juga dikenakan untuk orang yang menyembunyikan barang yang hilang.

Menurutpenelitihukuman yang
diberikanhakimkepadaterdawasudahsesuaidenganmacam-
macamfighjinayahyaituberupahukumandenda antara laindikenakan pada
pelakupencurianbuah yang masihbelummasak,
makadikenakandendaduakalilipatdarihargabuahtersebut. Hukuman denda
juga dikenakan untuk orang yang menyembunyikan barang yang
hilang.Dan Hukumanpenjaradimulai batas terendahyaitusatuharisampai
batas hukumanseumurhidup.Syafiiyahmengatakanbahwa batas
tertinggiadalahsatutahun, dan
ulamalainnyamenyerahkankepadapenguasasampai batas mana lama

kurungannya.

B. AnalisisTentangFighJinayahTerhadap SanksiHukumDalam Putusan Nomor:
2191/Pid.B/2014/PN.SbyTentang Hukuman Elektronik Dan Pornografi
Didalam  figh  jinayah, = pembahasannya menyangkut
permasalahan-permasalahan seputar pelanggaran syari’at dan hak asasi
manusia, khususnya sesama kaum muslim. Sebab, figh jinayah itu sendiri

merupakan ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum syara’ yang
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berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan
hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau dengan kata lain
hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah
tindak pidana dan hukumannya. Pengertian figh jinayah (hukum pidana
islam) tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut
hukum positif (hukum hasil produk manusia) atau undang-undang karena
tujuan umumnya hampir sama, yaitu menciptakan ketenangan dan
ketenteraman dalam masyarakat.

Sedangkan tujuan utama dari penerapan hukuman dalam syariat
islam mengenai jarimah adalah:

a) Mencegah atau menahan seseorang berbuat, mengulangi dan meniru
untuk melakukan jarimah (pelanggaran pidana) dan menjauhkan
seseorang dari lingkungan jarimah. perbaikan dan pendidikan.

b) Memperbaiki dan mendidik akhlah seseorang yang telah melakukan
Jjarimah agar berubah menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya.
sehingga menjauhkan manusia dari lingkungan jarimah, dan menjadikan
akhlak yang terpuji atau luhur.

Sehingga figh jinayah ini mengkaji seputar permasalahan yang
berkaitan dengan pelanggaran syari’at dan hak asasi manusia demi
menciptakan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat.
Macam-macam hukum yang masuk kedalam pembahasan kajian figh jinayah
ini sangatlah banyak, yaitu semua hukum tindak pidana yang berkaitan

dengan pelanggaran syari’at dan hak asasi manusia dengan mengedepankan
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akhlah yang luhur. Secara garis besar, hukum-hukum tersebut
dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hukum qisos dan diat, hukum had
atau hudud, dan hukum ta’zir. Di manaPutusan Nomor:
2191/Pid.B/2014/PN.SbyTentang Hukuman Elektronik Dan
Pornografitelahmelanggarhakasasimanusia.

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang
mafsadah, karena islam itu sebagai rahmatan [il’alamin, untuk memberi
petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman itu harus mempunyai
dasar, baik dari Al Qur’an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai
kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta’zir. Selain itu hukuman
itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan
kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa:”Seseorang tidak
menanggung dosanya orang lain”. Terakhir, hukuman itu harus bersifat
umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di
hadapan hukum."

Hal-hal yang mempengaruhi hukuman,seperti telahdiketahui,
pada prinsipnya Al-Qur’an merupakan norma-norma dasar. Olehkarena itu,
dalam menentukan hukuman, Al-Qur’an memberikan pola dasar yang umum.
Pemberian pola yang dasar tersebut memberikan keleluasaan bagi
masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut.Namun

demikian, syari’at menentukan beberapa jenis perbuatan tertentu

°Dzajuli,A., Figh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam), (Jakarta, RajaGrafindo
Persada, 2000), 25-26
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yangdianggap sebagai kejahatan. Jenis kejahatan yang telah ditentukan
syari’at dan telahditentukan pula hukumannya itu sangat terbatas, yaitu
jenis-jenis tindak pidana yang masukdalam kelompok hudud dan gishash
atau diyat yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis.

Adapun selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari
jumlah tindak pidana danhukuman, diserahkan kepada Ulul Amri dalam
menentukan  jenis  pelanggaran = maupunhukumannya. = Walaupun
demikian,syari’at masih menentukan beberapa di antaranyasebagai suatu
kejahatan yang dapat dihukum, tanpa menentukan sanksinya. Jadi, hal ini
punmerupakan pendelegasian wewenang dari pembuatsyari’at kepada Ulul
Amri dalammenentukan jenis hukumannya.

Kepercayaan yang  diberikan  pembuatsyari’at  dalam
menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan
agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya
pembuat syari’at menentukan semua bentukpelanggaran dan jenis hukuman
secara baku, Ulul Amri mungkin akan mendapatkankesulitan dalam mencari
kemashlahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena, kemashlahatanberubah sesuai
dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan
terhadapperubahan. Oleh sebab itu, hanya pada hal-hal yang kebal terhadap
perubahan sajalah, syari’at memberikan aturan yang berlaku. Adapuntujuan
pelaksanaan hukumanadalahsebagaiberikut:

1. Pencegahan (ar rad’u wa zajru)
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Pengertian pencegahan adalah menahan orang berbuat
jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia
tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah
pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain
pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa
mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan
dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang
sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu
menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi
perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu
serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

2. Perbaikan dan Pendidikan (a/ ishiah wa tahdzib)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku jarimah agar
ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan
adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu
kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan
hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap
jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah."’

Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap
sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan
diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan

hukum artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam

"Muslich, Ahmad Wardi, HukumPidana Islam, (Jakarta: SinarGrafika, Cet-2, 2005), 138-139.
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undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak
pidana.'*Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir.
Menurut bahasa ialah ta’dib atau memberi pelajaran. Sedangkan menurut
istilah yang dikemukakan Al Mawardi, ta’zir adalah hukuman pendidikan
atas dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh
syara’.OlehkarenaituperbuatanPutusanNomor:
2191/Pid.B/2014/PN.SbyTentangHukumanElektronik Dan
Pornografisudahsesuaidengan fighjinayah.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zir adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada
Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan
hukuman, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya
pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing
jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari
yang seringan-ringannya sampai  yang seberat-beratnyadan yang
dinamakanulilamridisiniadalahaparatpemerintahan yang
diberikanwewenanguntukmenjatuhkanhukumankepadaterdakwa.

Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya
hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan
ada batas maksimal serta penentuan hukumannya diserahkan penuh kepada
penguasa karena merupakan hak panguasa.Jenis-jenis jarimah ta’zir ini Ibnu

Taimiyah mengemukakan :“Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak

2 1bid. 64
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dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak

(dengan syahwat), mncium wanita lain bukan istri, tidur satu ranjang tanpa

persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan

bangkaimaka semuanya itu dikenakan hukuman ta;zir sebagai pembalasan
dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa”.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila
unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut ada yang umum dan
yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur
khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara
jarimah yang satu dengan yang lain.Abdul Qadir Audah mengemukakan
bahwa unsur-unsur umum jarimah ada 3 macam yaitu :

a. Unsur Formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan
dan mengancamnya dengan hukuman.

b. Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah,
baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
dilakukannya."

Jarimahta’zirmerupakanasas Legalitas juga diterapkan oleh
syara’ pada jarimah ta’zir meskipun berbeda dengan penerapan pada jarimah-
jarimah hudud dan qishash-diyat karena penerapan pada jarimah ta’zir

diperlonggar, sebab corak jarimah ta’zir ini serta kemaslahatan umum

B Ahmad Wardi Muslich. HukumPidana Islam, (Jakarta: SinarGrafika, Cet-2, 2005), 17-28
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menghendaki adanya peloggaran tersebut. Sebagai akibat adanya
pelonggaran ini, maka untuk jarimah-jarimah ta’zir tidak perlu ada
penyebutan hukuman secara tersendiri, seperti pada jarimah hudud dan
gishash-diyat. Dalam hal ini seorang hakim boleh memilih sesuatu hukuman
yang sesuai dengan macamnya jarimah ta’zir dan pembuatannya, dari
kumpulan hukuman-hukuman yang disediakan untuk jarimah ta’zir, juga
hakim (ulil amri) bisa memperingan atau memberatkan hukuman.Hukuman
Ta’zir dapat dibagi 3 yaitu:

1. Hukuman ta’zir perbuatan maksiat :

1)  Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman had seperti:
pembunuhan,pencurian, minum-minuman keras dan lain
sebagainya.

2) Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman kifarat, seperti:
menyetubuhi istri di siang hari pada bulan Ramadhan

Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan
kifarat, BerdasarkanpemaparandiatastelahjelasdansesuaidenganhadisNabi

yang berbunyi:
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Artinya: “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi
saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan’.
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(Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan

Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).”

Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk
memudahkan penyelidikan. Perkataan ‘“karena suatu tuduhan” itu
menunjukkan bahwa penahanan itu disamping ada yang berstatus sebagai

hukuman, juga sebagai membersihkan diri."”

“Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz 1X, (Semarang,
PT .Pustaka Rizki Putra, 200)1, 202.
!> Mu’ammal Hamdy dkk, Nailul Authar, Juz V1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 2662-2663



